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Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, pemungutan pajak menggunakan sistem self assessment. Dalam sistem ini Wajib Pajak
menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor kewajiban pajak. Peran Fiskus adalah melayani dan
memantau pemenuhan kewajiban pajak. Oleh karenaitu Fiskus dapat melakukan pemeriksaan. Atas hasil
pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terhutang dengan Surat K etetapan
Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak(STP). Awal adanya sengketa pajak adalah adanya ketidaksetujuan
Wajib Pajak atas SKP dan STP tersebut. Upaya hukum yang dilakukan adalah dengan mengajukan
keberatan atas SK P dan peninjauan kembali atas STP ke Direktur Jenderal Pajak. Proses penyelesaian dalam
tahap ini adalah Quasi Peradilan. Selanjutnya Wajib Pgjak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas
Surat Keputusan Keberatan. Selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah
Agung. Dalam proses tersebut terdapat permasal ahan berkenaan dengan aspek keadilan dan asas peradilan
murah. Y aitu permasalahan penyel esaian sengketa pajak di tingkat keberatan dan peninjauan kembali ke
Direktur Jenderal Pgjak dengan metode Quasi Peradilan di mana Direktur Jenderal Pajak selaku pihak yang
bersengketa mempunyai wewenang memutuskan sengketa. Hal ini menimbulkan kesenjangan kedudukan
hukum. Permasalahan mengenai aspek keadilan dan asas peradilan murah dalam proses banding adalah
adanya pembatasan obyek banding. Obyek Banding hanya berupa Surat K eputusan K eberatan, lalu
bagaimana dengan Surat K eputusan Peninjauan Kembali? Selain itu adanya persyaratan membayar pajak
terutang sebesar 50%. Hal ini bertentangan dengan aspek keadilan dan asas peradilan murah karena hal ini
akan menghambat upaya mencari keadilan.Oleh karenaitu persyaratan tersebut harus direvisi untuk
memberikan peluang kepada para pencari keadilan dengan mencari skema yang paling tepat agar upaya
mencari keadilan dapat tercapai karena diterapkannya asas peradilan murah, tetapi tetap dapat
mengamankan penerimaan negara dari sektar pajak.
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